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Nurul Fauza (2019)  Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan 
Angkutan Umum Pada Travel PT. TRB di Pariaman. 
Angkutan umum berperan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia akan 
pergerakan untuk menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki. Banyaknya 
pendirian perusahaan angkutan umum dapat memperbesar resiko kecelakaan 
apabila tidak menerapkan sistem manajemen perusahaan dengan baik. Maka dari 
itu seluruh perusahaan angkutan umum di tuntut untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kinerja serta penerapan tata kelola keselamatan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan 
Umum. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem 
manajemen keselamatan  Angkutan Umum  pada PT. TRB di Pariaman dan apa 
saja Faktor penyebab kurang terlaksananya Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum 
pada Travel PT. TRB di Pariaman. 
Jenis penilitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu menggunakan 
pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dimasyarakat. Populasi 
dalam penelitian ini adalah pimpinan travel, agen dan sopir serta jumlah sample 
adalah 8 respoden dengan menggunakan teknik Purposif Sampling. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan  
Angkutan Umum  pada PT. TRB di Pariaman kurang terlaksana dengan baik. Hal 
ini disebabkan adanya faktor penyebab kurang terlaksananya peraturan menteri 
perhubungan ini seperti keterbatasan pengetahuan pimpinan dan karyawan 
mengenai sistem manajemen keselamatan, faktor kurangnya sarana dan fasilitas 
pendukung, dan tidak mengetahui akan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 
Tahun 2018 Tentang Sisitem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kurang terlaksananya peraturan 
menteri perhubungan nomor 85 tahun 2018  tentang sisitem manajemen 
keselamatan angkutan umum hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia sebagai Negara hukum sesuai amanat Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 mengatur setiap kegiatan warga negaranya 
dengan peraturan dan hukum yang berlaku agar tercipta kehidupan keamanan 
dan kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan-
peraturan tersebut dibuat agar terjamin setiap hak warga negara serta 
tercapainya tujuan dari adanya negara ini sesuai amanat pembukaan UUD 
1945 alinea ke-4 yaitu terwujudnya kesejahteraan umum. Salah satu bentuk 
peraturan yang dibuat untuk memenuhi hak dari warga negara tersebut ialah 
peraturan mengenai sistem keselamatan angkutan umum. 
Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang 
digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. 
Kebutuhan akan transportasi atau angkutan umum menjadi kebutuhan utama 
manusia dalam melakukan pergerakan.1 
Angkutan umum adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu 
tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang 
digerakkan manusia atau mesin.2 Dengan adanya sarana angkutan umum para 
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 Natal Pangondian Siagian Junior Dan Audie L.E.Rumayar, Theo K. Sendow, Analisis 
Kebutuhan Angkutan Umum Penumpang Kota Manado (Studi Kasus : Paal Dua –Politeknik), 
(Jurnal Sipil Statik Vol.4 No.6 Juni 2016), h., 369. 
2
 Sjaifurrachman, Keberadaan Lendaraan Bermotor (Mobil) Pribadi Sebagai Angkutan 
Umum Dalam Perspektif UU No. 22 Th.,  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di 




penumpang dapat secara langsung dapat menikmati kenyamanan dan 
sekaligus barang bawaannya dapat terangkut untuk mencapai tujuan tertentu 
dan selalu terbentuk perjanjian pengangkutan terhadap para pengguna jasa 
yang tercantum dan tertulis di kartu pembayaran pengguna sarana transportasi 
umum (karcis) Pembayaran. Maka dari itu akan timbulah hubungan hukum 
dari pemakai jasa angkutan tersebut, yang dimaksud dengan hubungan hu kum 
adalah hubungan antara dua atau lebih dari subjek hukum.
3
  
Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 
Angkutan Jalan menjelaskan bahwa “Angkutan adalah perpindahan orang dan/ 
atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di 
Ruang Lalu Lintas Jalan.4  
Menurut Bowersox, Transnportasi adalah pemindahan barang atau 
penumpang dari satu tempat ke tempat lain, yang artinya sebagai perpindahan 
orang dan atau barang dengan menggunakan kendaraan, atau alat lain dari dan 
ke tempat-tempat dipisahkan secara geografis.5 Secara umum transpotasi dapat 
diketahui transpotasi adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (orang dan/ 
atau barang) dari suatu tempat ke tempat lain baik dengan menggunakan 
sarana ataupun tanpa sarana. 
Transportasi mempunyai peranan pengaruh besar terhadap perorangan, 
masyarakat pembangunan ekonomi dan sosioal politik suatu Negara. 
                                                             
3
 Lysa Anggraini, Pengantar Ilmu Hukum, (Pekanbaru:Suska Perss, 2014), h., 66  
4
 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 
5
 Suroyo, Implementasi Undang-Undang No.22 Th 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan Terhadap Angkutan Umum Penumpang/ Orang Di Kabutapaten Sukoharjo 




Pengangkutan merupakan sarana dan prasaran bagi pembangunan ekonomi 
Negara yang bisa mendorong lajunya pertumuhan ekonomi (Rate Of Growth).6 
 Kondisi angkutan umum massal berbasis jalan di wilayah perkotaan di 
Indonesia pada saat ini belum tertata dengan baik. Kinerja angkutan umum 
belum memadai, kualitas pelayanan keselamatan belum menjadi prioritas. 
Prioritas utama saat ini adalah angkutan umum yang murah sehingga 
terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Namun seringkali alasan inilah yang 
digunakan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Padahal pelayanan umum 
wajib diutamakan karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemurahan 
seringkali mengorbankan keselamatan (safety), keandalan (reliability) dan 
kenyamanan (comfort) yang merupakan tiga hal terpenting dalam 
transportasi.7 
Sub sektor transportasi darat memiliki peranan yang sangat penting 
dalam masyarakat karena sangat dominan dan menyangkut masyarakat luas, 
yaitu penyelenggaraan kegiatan angkutan barang, penumpang dan jasa lainnya 
dari suatu daerah ke daerah lainnya. Di samping manfaat tersebut, terdapat 
juga dampak negatif yang tidak diinginkan yaitu kejadian kecelakaan yang 
mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik materi maupun korban jiwa. 
 
Dampak negatif tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya 
penerapan aspek keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan umum di jalan 
                                                             
6
 H., A. Abbas Salim, Manajemen Transportasi, Cet:12, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), 
H., 11 
7
 Sigit Haryono, Analisis Kualitas Pelayanan Angkutan Umum (Bus Kota) Di Kota 




baik pada aspek teknis, sumber daya manusia maupun manajemen perusahaan. 
Untuk mengatasi permasalahan keselamatan tersebut, Pemerintah maupun 
Pemerintah Daerah telah dan akan terus  melakukan berbagai upaya antara lain 
melalui penyusunan perencanaan, penerapan regulasi, pembinaan, angkutan 
umum.   
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam pasal 201 di mana Perusahaan 
Angkutan Umum wajib  membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan 
sistem keamanan dengan berpedoman pada program nasional keamanan lalu 
lintas dan angkutan jalan.
8
 
Pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan  Lalu Lintas dan  Angkutan Jalan pasal 140 juga menyatakan 
bahwa: pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan 
pelanggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk, a, Terpenuhinya 
persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. b, Terpenuhinya 
kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor 
angkutan umum. c, Mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan 
dan keselamatan berlalu lintas.
9
 Ini menandakan dalam Perda juga 
mengamanatkan kepada perusahaan angkutan umum juga harus 
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal  
201 
9
 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun  2013 tentang Pelenggaraan Lalu Lintas dan 




memperhatikan kendaraan dan juga melengkapi syarat-syarat bahwa 
kendaraan yang dipergunakan harus laik jalan.  
Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum 
merupakan bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola 
keselamatan yang dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi dalam 
rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.10 
SMK merupakan suatu cara untuk mengelola keselamatan dengan baik 
yang meliputi seluruh aspek dalam tiap jasa transportasi yang merupakan 
bagian dari manajemen transportasi. Bagi perusahaan angkutan umum, dengan 
implementasi SMK dapat meningkatkan standar keselamatan angkutan umum, 
menurunkan tingkat kecelakaan serta bahaya yang ditimbulkan.  
Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) sebagaimana diamanahkan 
oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem 
Manajemen Keselamatan Angkutan Umum dimaksudkan untuk memperbaiki 
dan meningkatkan kinerja serta penerapan tata kelola keselamatan lalu lintas 
dan angkutan jalan.  
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum   
meliputi 10 aspek yang terdapat dalam pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor 85 tahun 2018 hal itu mencakup komitmen dan kebijakan, 
pengorganisasian, manajemen bahaya dan risiko, fasilitas pemeliharan dan 
perbaikan kendaraan, serta dokumentasi dan data. Lalu, peningkatan 
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kompetensi dan pelatihan, tanggap darurat, dan pelaporan kecelakaan internal. 
Selain itu, monitoring dan evaluasi serta pengukuran kinerja. 
Bagi perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan ketentuan-
ketentuan tersebut bisa dikenai sanksi.11 Mengenai sanksi ini sendiri telah 
tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2018 dalam pasal 18 dan 
19. Sanksi yang dimaksud berupa administratif yang berupa peringatan 
tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Dalam pasal 19 dijelaskan bila 
sanksi administratif tertulis berupa peringatan tertulis yang akan dilayangkan 
sebanyak dua kali kepada perusahaan ankutan umum. Masing-masing 
memiliki jangka waktu 30 hari. Bila pemegang izin atau perusahaan tetap 
tidak melaksanakan setelah berakhir jangka waktu, maka akan diambil 
langkah pembekuan.12 
Keselamatan adalah kata mutlak untuk manusia dari segala kegiatan 
yang dilakukan termasuk keselamatan transportasi. Sebagian kota Indonesia 
angka kecelakaan termasuk tinggi, baik itu di kota kecil dan apalagi kota-kota 
besar. Pembangunan sistem transportasi yang belum terarah merupakan titik 
lemah dari pokok masalah utama tentang pembangunan sistem transportasi.13 
Sebagai bagian dari budaya masyarakat Minangkabau, merantau juga 
diterapkan oleh masyarakat di Kota Pariaman. Tingginya tingkat perantauan di 
                                                             
11
https://edorusyanto.wordpress.com/2017/05/19/angkutan-umum-dituntut-punya-sistem-
manajemen-keselamatan/ diakses pada tanggal 26 Februari 2019 pada Pukul 09.00 WIB. 
12
 https://otomotif.kompas.com/read/2018/10/25/160200315/perusahaan-angkutan-tak-
punya-manajemen-keselamatan-bakal-kena-sanksi pada hari selasa tanggal 26 Februari 2019 pukul 
10.00 WIB. 
13
 Dio Satrio Jati, Pengelolaan Program Keselamatan Transportasi Jalan Di Jalur 




daerah ini menyebabkan banyaknya berbagai jenis angkutan umum yang 
didirikan dalam memudahkan masyarakat untuk sampai ke daerah perantauan 
maupun untuk kembali ke kampung halaman tercinta. 
Pendirian suatu perusahaan angkutan kendaraan bermotor umum yang 
melayani angkutan antarkota, antarprovinsi atau batas Negara perlu 
mendapatkan izin dari direktorat atau kepala yang bersangkutan untuk 
mengeluarkan izin yang tujuannya untuk memenuhi angkutan orang dan/atau 
barang yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau. Perusahaan merupakan 
setiap bentuk usaha yang menjalan kan setiap jenis usaha yang tetap dan teru-
menerus dan yang didirikan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
14
  
Perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan 
menyempurnakan Sistem manajemen keselamatan  Perusahaan angkutan 
umum dengan berpedoman pada RUNJK LLAJ. Sistem manajemen 
keselamatan  paling lama dibuat sejak izin penyelengaraan angkutan umum 
diberikan. Namun pada kenyataan masih banyak perusahaan angkutan umum 
yang belum membuat dan melaksanakan peraturan menteri perhubungan ini 
salah satunya travel PT. TRB yaitu angkutan umum atau travel tujuan 
Pariaman - Pekanbaru. Perusahaan angkutan umum ini berbentuk Perseroan 
terbatas (PT). Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang besarnya 
modal tercantum dalam anggaran dasar.
15
 Kekayaan perusahaan terpisah dari 
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 Zainal Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Inodensia, 
(Jakarta:Rajawali Pers, 2017) h. 32 
15




kekayaan pribadi pemilik sehingga perusahaan memiliki harta kekayaan 
sendiri. 
PT.TRB Travel merupakan jasa angkutan luar kota yang berdiri pada 
tahun 2014. PT.TRB Travel beralamatkan di Jalan raya Pariaman - Sicincin 
kelurahan Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman 
Sumatera Barat. Salah satu karakter dari angkutan umum travel khususnya 
jalur Pariaman-Pekanbaru ialah kecepatan yang melampaui batas aman 
berkendara. Selain itu, ketika musim mudik yakni menjelang lebaran sering 
ditemui pramudi yang kejar setoran sehingga bisa berhari-hari tidak tidur dan 
mengemudi dalam keadaan mengantuk. Hal ini karena banyaknya yang 
hendak pulang kampung mengingat jarak Pekanbaru – Pariaman yang tidak 
terlalu jauh sehingga biasanya perantauan Pekanbaru akan pulang kampung 
tiap tahunnya. Ini otomatis akan berdampak kepada tingginya resiko 
kecelakaan yang mengintai. 
Upaya peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa transportasi jalan 
merupakan tanggung jawab semua pihak. Mengingat keselamatan lalu lintas 
jalan melibatkan banyak instansi dan banyak pemangku kepentingan 
(stakeholder), maka untuk itu diperlukan suatu koordinasi oleh seluruh 
stakeholder, sehingga penanganannya dapat dilaksanakan secara terpadu, 
efektif, efisien dan tepat sasaran, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pasal 203 ayat (1) yang 
berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu 




Dalam Pasal 204 ayat (1) yang berbunyi “Perusahaan Angkutan 
Umum wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem 
manajemen keselamatan” serta dalam Pasal 141 ayat (1) yang berbunyi 
“Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal 
yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, 
kesetaraan dan keteraturan” dan Pasal 138 ayat (1) yang berbunyi “Angkutan 
umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang 
selamat, aman, nyaman, dan terjangkau”.16 
Berdasarkan amanat UU No. 22 Tahun 2009 di atas diketahui bahwa 
perusahaan wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem 
manajemen keselamatan lalu lintas. Serta dalam Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor  85 Tahun 2018 mengenai Sistem manajemen 
keselamatan  dijelaskan bahwa suatu perusahaan angkutan umum wajib 
memeiliki suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan 
angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka 
mewujudkan keselamatan dan mengelola resiko kecelakaan. 
Sistem manajemen dari perusahaan di mana membuat pengemudi 
angkutan umum tersebut tidak dapat beristirahat dan melaju di atas batas 
kewajaran membuat tingginya resiko kecelakaan khususnya ketika musim 
liburan dan musim mudik. Terkadang juga mobil travel juga mengangkut 
barang-barang bawaan penumpang yang melebihi batas wajar. Tak jarang 
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sopir travel juga berkomunikasi lewat handphone dan merokok pada saat 
mengemudi yang memecu kendaraan dengan kecepatan tingi.   
Hal ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan 
Angkutan Umum di mana perusahaan harus mempunyai suatu tata kelola 
keselamatan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola resiko 
kecelakaan, yang apabila telah memenuhi syarat perusahaan angkuan umum 
akan di berikan sertifikat yang berlaku selama 5 tahun.  Perusahaan angkutan 
umum yang telah mendapatkan izin penyelenggara sebelum Peraturan Mentri 
perhubungan ini berlaku wajib membuat paling lama 15 September 2018. 
Namun pada perusahaan angkutan umum yaitu Travel PT. TRB tujuan 
Pariaman-Pekanbaru belum melaksanakan amanah dari Peraturan Menteri 
perhubungan Nomor 85 tahun 2018 tersebut. 
Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti 
dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI 
PERHUBUNGAN NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM 
MANAJEMEN KESELAMATAN ANGKUTAN UMUM PADA 
TRAVEL PT. TRB DI PARIAMAN” 
 
B. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta 
titik tolak yang telah ada, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti 
agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan 
masalah yang diteliti yaitu Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan 




Umum pada Travel PT. TRB di Pariaman pada mobil yang menggunakan plat 
kuning. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 
Tahun 2018 tentang Sistem manajemen keselamatan  Angkutan Umum  
pada PT. TRB di Pariaman? 
2. Apa Faktor penyebab kurang terlaksananya Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen 
Keselamatan Angkutan Umum pada Travel PT. TRB di Pariaman? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui mengenai Implementasi Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem manajemen 
keselamatan  Angkutan Umum pada PT. TRB di Pariaman. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor kurang terlaksananya Peraturan 
Menteri Nomor Perhubungan 85 Tahun 2018 tentang Sistem 
manajemen keselamatan Angkutan Umum pada travel PT. TRB di 
Pariaman.  
2. Manfaat Penelitian 
a. Hasil penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat 
untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 
b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti 




Peraturan Menteri Perhubungan No. 85 Tahun 2018 tentang Sistem 
manajemen keselamatan  Angkutan Umum Pada Travel PT. TRB di 
Pekanbaru. 
c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khazanah 
ilmu  pengetahuan dalam dunia akademis khusunya dalam konsentrasi 
Hukum Bisnis. 
d. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, yaitu untuk 
menambah pengetahuan peneliti. 
E.  Metode Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
mendapatkan data dengann tujuan dan kegunaan tertentu.17 Metode merupakan 
cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu 
pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
metode sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 
sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan 
identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam 
masyarakat.18 Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer  yaitu data 
yang diperoleh langsung yang dilakukan baik melalui observasi maupun 
wawancara. 
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Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang 
bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan 
gejala, kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala 
dengan gejala lainnya dalam masyarakat.19 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Travel PT. TRB. Alasan 
penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria 
syarat permasalahan penelitian. 
3. Subjek dan Objek Penelitian  
Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan, agen, dan sopir travel 
PT. TRB. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan 
Peraturan Menteri Perhubungan No. 85 Tahun 2018 tentang Sistem 
Manajemen Keselamatan  Angkutan Umum Pada Travel PT. TRB di 
Pariaman. 
4. Populasi dan sampel 
Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek 
yang menjadi penelitian.20 Populasi dapat berupa himpunan orang, benda 
(hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang 
sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan perusahaan travel, 
agen dan  sopir Travel PT. TRB. 
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Sample adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-
sifat yang sama dari objek merupakan sumber data untuk penelitian.21 
Metode pengambilan sample adalah purposive sampling yaitu 
pengambilan yang hanya disesuaikan dengan tujuan penelitian agar 
tercapainya maksud tujuan penelitian ini.  Sample yang digunakan dalam 
penelitian ini yakni pimpinan perusahaan travel yang berjumlah 1 orang, 
Agen yang berjumlah 2 orang, 35 % dari sopir yakni berjumlah 5 orang.  
Tabel 1.1 





Populasi Sample Persentase Keterangan 
1 Pimpinan 1 1 100 % Total Sampling 
2 Agen 2 2 100 % Total Sampling 
3 Sopir 14 5 35 %   Random Sampling 
 Jumlah 17 8 - - 
 
5. Sumber Data 
Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh 
peneliti, antara lain: 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 
baik melalui wawancara maupun observasi yang kemudian diolah 
oleh peneliti.22 Data primer dalam penelitian ini ialah subjek dari 
penelitian yakni pimpinan, agen, sopir. 
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b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku, laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan 
perundang-undangan serta tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan 
dengan sistem manajemen keselamatan angkutan umum.23 
c. Data Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum 
primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus Bahasa 
Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Hukum, ensiklopedia, 
majalah, surat kabar.24 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 
metode yang peneliti gunakan adalah: 
a. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan pengumpulan data 
penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang 
menjadi fokus penelitian.25 Kegiatan yang akan diobservasi dalam 
penelitian ini ialah mengenai implementasi sistem manajemen 
keselamatan angkutan umum di PT. TRB dalam menjalankan 
kegiatan usahanya. 
b. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan 
bertanya langsung pada yang diwawancarai.26 Dalam penelitian ini, 
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yaitu dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada 
pimpinan, agen, sopir, dan mengenai implementasi sistem 
manajemen keselamatan angkutan umum di PT. TRB dalam 
menjalankan kegiatan usahanya. 
c. Studi Kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa 
atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat 
memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh 
peneliti dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan 
dan buku-buku yang berkaitan dengan sistem manajemen 
keselamatan angkutan umum.27 
7. Analisis Data 
Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan 
analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian 
yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian 
tersebut. Analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yaitu 
analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik 
tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar 
hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik 
sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan. 
Menurut Sukmadinata dalam bukunya Dasar Penelitian Kualitatif 
adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi 
jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang 
                                                             
27




diintrepretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif mengkaji 
perspektif dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. 
Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena 
sosial dari sudut pandang partisipan. 
F. Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan 
sistematikan penulisan. 
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum tentang 
travel PT. TRB yang berisi mengenai sejarah, visi misi, struktur 
organisasi dan gambaran umum tentang Kota Pariaman yang 
berisi sejarah, visi-misi Kota Pariaman. 
BAB III TINJAUAN TEORITIS 
Berisi tinjauan umum tentang pengertian angkutan, syarat 
mendirikan perusahaan angkutan umum, tujuan dari angkutan, 
fungsi angkutan umum serta mengenai sistem manajemen 
keselamatan pada angkutan umum dan gambaran kependudukan 
kota Pariaman. 
BAB IV HASIL PENELITIAN 
Bab ini akan membahas Implementasi Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem manajemen 
keselamatan  Angkutan Umum di PT. TRB Kota Pariaman dan 




Nomor 85 tahun 2018 Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan 
Umum pada Travel PT. TRB di Pariaman. 
BAB V PENUTUP 





GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Sejarah Perusahaan 
Sumatera Barat terkenal dengan tradisi marantau, yang bertujuan 
untuk mencari peruntungan keluar daerah Sumatera Barat. Hal ini 
membuat tingginya akan kebutuhan angkutan umum untuk mencapai 
daerah tujuan. Untuk memudahkan masyarakat ke tempat tujuan, telah 
banyak perorangan yang mendirikan perusahaan angkutan kendaraan 
bermotor umum. Yang dimaksud dengana kendaraan bermotor adalah 
setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/ 
atau orang dengan di pungut bayaran.  
Angkutan sewa ini mulai beroperasi dalam jasa angkutan manusia 
dan barang semenjak tahun 2011. Pada awalnya belum berdiri sendiri, 
baru berupa kerja sama dengan perusahaan angkutan sewa lain yang 
terlebih dahulu. Setelah beberapa kali berganti kemitraan dengan 
angkutan sewa lain yang ada di kota Pariaman, pada tahun 2014 barulah 
mendirikan perusahaan angkutan sendiri yang diberi nama PT. TRB 
bersamaan dengan keluarnya izin menjalankan kegiatan angkutan sewa 
dari dinas perhubungan.  
Travel PT.TRB Travel merupakan jasa angkutan orang dalam 
trayek (AJAP) yang melayani rute Pariaman-Pekanbaru dan Pariaman-




kelurahan Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman 
Sumatera Barat. Travel PT. TRB ini menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat yang bukan hanya penumpang yang berasal dari Kota 
Pariaman saja melainkan juga masyarakat luar Kota Pariaman seperti 
Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh yang merupakan jalur yang dilalui 
untuk menuju Kota Pekanbaru.  
Dalam menjalankan kegiatanya Travel ini memanjakan pengguna 
jasa nya dengan menjemput dan mengantar langsung dari dan ke  rumah 
penumpangnya lansung dengan cara pemesanan tiket dengan 
menghubungi agen travel lewat telphon tanpa harus datang ke kantor 
terlebih dahulu.  Perjalanan yang menempuh waktu kurang lebih 7 
(tujuh) jam perjalanan, travel ini melayani pengguna jasanya dengan 
jadwal berangkat 2 (dua) kali dalam sehari yaitu pagi pada Pukul 10.00 
WIB dan malam pada Pukul 22.00 WIB.  
Perusahaan angkutan umum Travel PT. TRB memiliki jumlah 
armada yang beroperasi sebanyak 18 (delapan belas) mobil dengan 
muatan 8 (delapan) orang. Jumlah karyawan yang dipekerjakan yang 
terdiri dari agen yang berjumlah 2 (dua) orang dan sopir yang berjumlah 
14 (empat belas) orang.  
Perusahaan ini memberikan perhatian penuh kepada konsumen 
dengan mengutamakan kepuasan pengguna jasanya dengan 2 (dua) kali 
waktu pemberhentian yaitu waktu untuk makan/mengerjakan sholat dan 
memberikan kesempatan kepada penumpang untuk bisa berbelanja ole-
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ole untuk dibawa ke tempat tujuan. Peningkatan seluruh pelayanan ini 
untuk dapat memenuhi kenyamanan dan kepuasan pengguna jasanya.    
2. Visi dan Misi Perusahaan 
Visi dan Misi Perusahaan, dapat dilihat sebagai berikut: 
a) Visi Perusahaan 
Menjadi perusahaan penyedia layanan transportasi yang 
terdepan dalam kualitas layanan dan armada serta senantiasa menjadi 
sahabat para penumpang dalam perjalanan. 
b) Misi Perusahaan 
1) Menyediakan layanan transportasi yang prima dalam 
perjalanan,- 
2) Memberikan pengalamn menikmati perjalanan ang nyaman, 
mewah, dan aman kepada para penumpang dengan harga yang 
kompetitif. 
3) Selalu memberikan kenyaman dan keamanan bagi para 
penumpang dengan senantiasa menggunakan armada travel yang 
berkualitas,- 
4) Fokus pada pertumbuhan yang berkesinambungan dan inovasi,- 
5)  Pembinaan sumber daya manusia ke arah profesionalisme dan 
meningkatkan kesejahteraan,- 
6) Pengelola perusahaan yang efisien dan efektif dengan 
melakukan kerjasama antar perusahaan berdasarkan prinsip 
saling menguntungkan. 
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3. Struktur Organisasi Perusahaan 
Struktur organisasi pada PT. TRB di pimpin oleh pemilik 
perusahaan sendiri dan dibantu oleh agent di masing-masing kantor 
perwakilan dan sopir. Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah: 
a) Pimpinan 
1) Mengurus urusan yang berhubungan dengan pihak lain diluar 
perusahaan, baik soal perizinan, kemitraan, dan urusan lainnya 
yang berhubungan dengan perusahaan 
2) Bertanggung jawab penih atas segala hal yang menyangkut 
perusahaan. 
b) Agen  
1) Mengkoordinasi seluruh sopir 
2) Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan di masing-masing    
kantor cabang perusahaan  
3) Berwenang memberikan izin jalan (surat jalan) bagi sopir yang 
berangkat setiap harinya. 
4) Mengawasi dan memberikan sanksi kepasa sopir-sopir yang 
melakukan pelanggaran. 
5) Menuliskan tiket yang akan diberikan kepada penumpang 
c) Sopir 
1) Bertanggung jawab atas armada yang digunakan, baik 
kebersihan maupun kondisi mesin 
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2) Mengantar konsumen dari Pariaman ke Pekanbaru dan 
sebaliknya dengan aman, nyaman dan selamat sampai ke rumah 
penumpang dengan selamat. 
B. Gambaran Umum Kota Pariaman 
1. Sejarah Kota Pariaman 
Kota Pariaman termasuk kota tertua di pantai barat Pulau 
Sumatera. Pariaman merupakan daerah yang cukup dikenal oleh pedagang 
bangsa asing semenjak tahun 1500-an. Catatan tertua tentang Pariaman 
ditemukan oleh Tomec Pires (1446-1524), seorang pelaut Portugis yang 
bekerja untuk kerajaan Portugis di Asia. Ia mencatat telah ada lalu lintas 
perdagangan antara India dengan Pariaman, Tiku dan Barus.
28
 
Secara historis, Pariaman dikenal sebagai pusat pengembangan 
ajaran Islam yang tertua di pantai barat Sumatera. Salah seorang ulama 
yang terkenal seperti alm. Syekh Burhanuddin merupakan murid dari 
Khatib Sangko yang bermakam di Pulau Angso Duo yang sekarang 
dikenal dengan “kuburan panjang”. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 
diproklamirkan, pelaksanaan pendidikan bernuansa Islam telah 
berkembang di Pariaman. 
Secara administratif, Kota Pariaman merupakan wilayah 
pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk pada tanggal 
2 Juli 2002 berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2002, memiliki 
luas wilayah sekitar 73,36 Km². 
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Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten 
Padang Pariaman, yang terbentuk dengan berlakunya Undang-undang No. 
12 Tahun 2002. Secara geografis, Kota Pariaman terletak dipantai barat 
pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. 
Pada sisi utara, selatan dan timur berbatasan langsung dengan Kabupaten 
Padang Pariaman dan di sebelah barat dengan Samudera Indonesia. 
Secara astronomis, Kota Pariaman terletak antara 00° 33„ 00 “ – 
00° 40„ 43“  Lintang Selatan dan 100° 04„ 46“ – 100° 10„ 55“ Bujur 
Timur. Tercatat memiliki luas wilayah 73,36 km2, dengan panjang garis 
pantai 12,00 km. Luas daratan kota ini setara dengan 0,17% dari luas 
daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan 6 buah pulau-pulau 
kecil; Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tangah, Pulau 
Angso Duo dan Pulau Kasiak. Panjang pantai lebih kurang 12,7 km.
29
 
Letak geografis Kota Pariaman di daerah perlintasan antara 
beberapa kota di Sumatera Barat khususnya dan regional umumnya, 
merupakan faktor strategis bagi kota ini. Jalan raya Padang-Lubuk 
Basung-Pasaman Barat merupakan jalan negara yang penting bagi 
pemerintah, karena itu kondisinya selalu terjaga dengan baik. Kondisi ini 
menguntungkan bagi Kota Pariaman. 
Kota Pariaman juga memiliki kawasan pesisir yang terbentang 
dengan potensi perikanan dan pariwisata yang bernilai tinggi. Dengan 
berkembangnya kegiatan perdagangan dan pariwisata, maka posisi Kota 
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Pariaman sebagai pusat perdagangan hasil pertanian dan pariwisata pantai, 
akan menjadi semakin penting. 
Tabel: 1.2 





No. Periode Walikota 
1 1987 – 1993 semasa Kotif Drs. Adlis Legan 
2 1993 – 1998 semasa Kotif Drs. Martias Mahyuddin, M.Sc 
3 1998 – 2003 semasa Kotif 
dan peralihan kota otonom 
Drs. Firdaus Amin 
4 Agustus -  Oktober 2003 Pj. 
Walikota otonom 
Drs. Sultani Wirman 
5 2003 – 2008 Walikota 
otonom pemilihan DPRD 
H. Nasri Nasar, S.H. dan Ir. 
Mahyuddin 
6 22 Februari 2007 -  9 
Oktober 2008 Menggantikan 
Alm.Nasri Nasar 
Ir. Mahyuddin 
7 2008 – 2013 Walikota 
Pemilihan langsung pertama 
Drs. H. Mukhlis R, M.M. dan 
Helmi Darlis, S.H., Sp.N 
8 2013 – 2018 Drs. H. Mukhlis R, M.M. dan 
DR. H. Genius Umar, S.Sos., 
M.Si 
9 2018 – 2023 DR. H. Genius Umar, S.Sos., 




2. Visi M isi Kota Pariaman 
a. Visi Kota Pariaman 
“Pariaman Kota Wisata, Perdagangan, Jasa Yang Religius Dan 
Berbudaya”. 
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b. Misi Kota Pariaman 
a) Mewujudkan pengelolaan wisata kota yang maju, religius, tertib 
dan berbudaya 
b) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan 
berkualitas 
c) Mewujudkan pemerintahan yang andal dan prima untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan public 
d) Mewujudkan kota pesisir modern, dinamis dan berwawasan 
lingkungan 
e) Memperkuaatkan ekonomi kerakyatan (kreatif) yang berbasis lokal 






A. Implementasi Kebijakan Publik 
1. Pengertian Implementasi Kebijakan  
Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan 
keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-
pasal sebuah Undang-undang legilatif, keluarnya sebuah peraturan 
eksekutif dan keluarnya standar peraturan eksekutif dan keluarnya 
keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan konsekuensi dari 
kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek 
kehidupan. Jika kebijkan di ambil secara cepat, maka kemugkinan 
kegagalan tidak akan terjadi, maka kemugkinan kegagalan pun tidak akan 
terjadi, jika proses pelaksanaan secara tidak baik dan optimal, maka 
kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetaplan para 
pembuatnya.  
Hal ini bahwa pelaksanaan kebijakan pada subtansinya adalah cara 
yang tepat untuk melasaksanakna agar sebuah kebijakan yang bai dapat 
mencapai tujuan sebagaan yang telah ditetapkan oleh para pembuat 
kebijakan.
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 Studi pelaksanaan merupakan suatu kajian mengenai studi 
kebijakan yang mengarah pada proses pelaksaan dari suatu kebijakan.
32
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Menurut Nugroho studi Pelaksanaan kebijakan pada prinsipnya 
adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya pelaksanaan 
ebijakan dilakukan dengan cara.
33
 Pertama, menyiapkan organisasi 
pelaksana. Kedua, menyiapkan manusia pelaksana. Ketiga, menyiapkan 
prosedur pelaksanaan kebijakan (governance, modality). 
2. Pelaksanaan Kebijakan dalam Praktennya 




a. Tim pelaksanaan. Pada tahap ini disusun tim untk memipin 
pelaksanaan kebijakan. Tim pimpinan pelaksanaan dapat di 
kembangkan dari perumus kebijakan waktu yang diperlukan untuk 
menyusun tm maksimum 7 (tujuh) hari kerja.   
b. Pelatihan pelaksana. Pada tahap ini dilakukan pelatihan kepada para 
pelaksana dilapangan untuk menyamakan persepsi atas kebijakan yang 
hendak dilaksanakan. Pada tahap ini juga dilakukan simulasi 
pelaksanaan kebijakan     
c. Sosialisasi publik. Sosialisasi dilakukan dengan cara menyebarluaskan 
kebijakan kepada publik melalui oranisasi terkait (beneficiaries), 
pertemuan pemangku kepentingan, dan media masa, baik cetak 
maupun elektronik. 
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d. Pelaksanaan percobaan. Pelaksanaan kebijakan publik dilaksanakan 
tanpa sanksi (masa uji coba) dengan jangka waktu selama 6 (enam) 
bulan sampai 1 (satu) tahun. 
e. Perbakan kebijakan. Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan (policy 
refinemen) 
f. Pelaksanaan penuh. Pelaksanaan kebijakan publik dengan sanksi yang 
dilakukan setalah masa uji selesai disertai pengawasan dan 
pengendalian. 
B. Angkutan Umum 
1. Pengertian Angkutan 
Angkutan adalah kegiatan pemindahan barang dan manusia dari 
tempat asal (origin) ketempat tujuan (destinasion).35 Menurut KBBI 
defenisi transportasi merupakan moda transportasi darat untuk umum. 
 Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan jalan, angkutan diartikan sebagai perpindahan orang 
dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan  menggunakan 
Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. KUHD Pasal 446 dan 521 
memberikan definisi angkutan sebagai dia yang mengikat dirinya untuk 
menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang berdasarkan 
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Ilmu,2010), h., 1 
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perjanjian pemuatan menurut waktu atau menurut perjalanan atau 
berdasarkan perjanjian lain.36 
Menurut Papacostas, angkutan (tranportasi) didefinisikan sebagai 
suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem 
control yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu 
tempat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung 
aktivitas manusia. 
Pengangkut orang dalam pasal 1339 KUHPerdata adalah menurut 
inti perjanjian yang berkewajiban untuk mengangkut dengan cara aman 
sehingga ia bertanggung jawab untuk segala kerugian dan luka-luka yang 
diderita oleh penumpang karena berhubungan dengan pengangkutan in 
concreto itu, kecuali jika pihak pengangkut dapat mendiskulpir dirinya 
(membuktikan tentang kesalahannya penumpang sendiri atau adanya 
keadaan memaksa di luar kemampuan pencegahan).  
Transportasi manusia atau barang bukan merupakan suatu tujuan 
akhir. Oleh sebab itu permintaan akan barang atau jasa transportasi dapat 
disebut sebagai permintaan turunan (derived demand) yang timbul akibat 
adanya permitaan akan komoditas atau jasa lainnya. Dengan demikian 
permintaan akan ada apabila terdapat factor-faktor pendorongnya. 
Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah 
menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi 
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h., 6.  
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masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, 
cepat, murah dan nyaman. 
Agar suatu pelayanan dapat dapat disebut sebagai pelayanan 
angkutan umum, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut :37 
1) Adanya muatan yang diangkut, yaitu adanya orang atau penumpang 
yang akan diangkut. 
2) Tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya, yaitu adanya saran 
angkutan berupa kendaraan. 
3) Adanya jalanan yang dapat dilalui, yaitu adanya prasaran atau tempat 
lintasan yang akan dilalui oleh angkutan umum. 
4) Adanya terminal asal dan terminal tujuan, yaitu adanya rute yang akan 
dituju oleh angkutan umum. 
5) Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang 
menggerakan kegiatan transportasi tersebut, yaitu adanya suatu wadah 
untuk mengelola angkutan tersebut. 
Pada dasarnya permintaan angkutan di akibatkan oleh hal-hal 
sebagai berikut. 
a. Kebutuhan manusia untuk berpergian dari lokasi lain dengan tujuan 
mengambil bagian di dalam suatu kegiatan, misalnya bekerja, ke 
sekolah dan lain-lain. 
b. Kebutuhan angkutan barang untuk dapat digunakan atau dikonsumsi di 
lokasi lain.  
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2. Jenis-jenis Transportasi dan Pengaturannya   
Jenis-jenis transportasi dan pengaturannya adalah sebagai berikut:38 
a. Angkutan Darat 
Angkutan darat adalah segala bentuk transportasi yang 
menggunakan jalan darat untuk mengangkut penumpang ataupun 
barang. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1993 tentang 
Kendaraan dan Pengemudi disebutkan bahwa yang termasuk ke dalam 
angkutan darat ialah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil 
barang, kereta api. 
Peraturan yang membahas mengenai angkutan darat di 
Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. KUHD yang sudah diatur sistematis dalam Buku I Bab V bagian 2 
dan 3 mulai Pasal 90 s/d 98. Dalam bagian ini juga diatur sekaligus 
pengangkutan darat dan perairan darat tetapi khusus angkutan 
barang. 
2. Peraturan Khusus nya yaitu: 
a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian 
b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan 
b. Angkutan laut  
Angkutan merupakan suatu kendaraan pengangkut penumpang 
dan barang di laut, sungai dan sebagainya. Dalam Undang-Undang 





Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal didefenisikan sebagai 
kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan 
tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, 
termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah 
permukaan air dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 
Pengaturan mengenai Pengangkutan laut diatur dalam: 
1. KUHD Buku II bab V tentang perjanjian charter kapal. 
2. KUHD Buku II bab V-A tentang pengangkutan barang-barang. 
3. KUHD Buku II bab V-B tentang pengangkutan orang. 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 
c. Angkutan udara  
Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan 
pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos 
untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara 
yang lainnya ata beberapa bandar udara. Transportasi udara merupakan 
alat angkutan mutakhir dan tercepat. Transportasi ini menggunakan 
pesawat udara sebagai alat angkutan dan angkasa sebagai jalan atau 
jalurnya, di mana pesawat dilengkapi dengan navigasi dan alat 
telekomunkasi yang canggih. Angkutan udara diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 
Dengan perkembangan zaman transportasi sangat diminati oleh 
masyarakat banyak. Dengan demikian banyak berkembang jasa-jasa 
transportasi di Indonesia. 
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3. Azas-azas pengangkutan  
a. Azas hukum publik. Asas ini merupakan landasan hukum 
pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu 
pihak-pihak yang dalam pengangkutan, pihak ketiga yang 
berkepentingan dengan pengangkutan dan pihak pemerintah. Asas 
bersifat publik ini terdiri atas:39  
1) Asas manfaat, yaitu bahwa setiap pengangkutan harus dapat 
memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, 
peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan kehidupan 
yang berkesinambungan bagi warga Negara. 
2) Asas usaha bersama dan kekeluargaan, yaitu bahwa dalam setiap 
kegiatan penyelengaraa usaha pengangkutan yang dilakukan 
seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai semangat kekeluargaan. 
3) Asas adil dan merata. Azas ini mengharuskan setiap 
penyelenggaraan pengangkutan untuk dapat memberikan 
pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan 
masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. 
4) Asas keseimbangan, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan 
pengangkutan harus dengan keseimbangan yang serasi antara  
sarana dan prasarana antara kepentingan pengguna dan penyedia 
jasa antara kepentingan individu dan masyarakat serta antara 
kepentingan nasional dan internasional. 
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5) Asas kepentingan umum asas yang berdasarkan pada wewenang 
negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam 
berkehidupan bermasyarakat, di mana penyelenggara angkutan 
harus menaati aturan untuk mewujudkan suatu ketertiban dan 
kenyaman dalam masyarakat. 
6) Azas keterpaduan, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan 
pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, 
terpadu, saling menunjang, saling mengisi baik intra maupun antar 
pengangkutan. 
7) Asas tegaknya hukum, yaitu bahwa pemerintah wajib menegakkan 
dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan setiap warga 
negara Indonesia agar selalu sadar dan taat pada hukum dalam 
menyelenggaraan pengangkutan. 
8) Asas percaya diri, yaitu bahwa setiap penyelenggara pengangkutan 
harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan 
kekuatan sendiri. 
9) Asas keselamatan penumpang, yaitu bahwa setiap 
penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus dengan asuransi 
kecelakaan dan/atau kerugian lainya. 
b. Asas hukum perdata, yaitu landasan hukum pengangkutan yang hanya 
berlaku dan berguna bagi semua pihak dalam pengangkutan niaga, 
pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Asas hukum 
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perdata pengangkutan berlandaskan pada pasal 2 Undang-undang 
Nomor 15 tahun 1992. Azas hukum perdata terbagi atas:40 
1) Asas konsesual, yaitu bahwa perjanjian pengangkutan tidak 
diharuskan dalam bentuk tertulis bisa juga dengan kesepakatan 
antar pihak yang terlibat. Akan tetapi untuk menyatakan bahwa 
perjanjian itu telah terjadi harus dibuktian dengan dokumen 
pengangkutan. 
2) Azas koordinatif, yaitu bahwa pihak-pihak dalam pengangkutan 
mempunyai kedudukan setara atau sejajar karena pengangkutan 
adalah perjanjian pemberian kuasa. 
3) Asas campuran, yaitu bahwa pengangkutan merupakan campuran 
dari dua jenis perjanjian yaitu pemberi kuasa, penyimpanan 
barang, mengantar penumpang dengan aman sampai tujuan. 
4) Asas tanpa hak retesi, yaitu bahwa pengangkut tidak menggunakan 
hak retesi (hak menahan barang). Penggunaan hak retensi 
bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan. Pengangkut 
hanya mempunyai kewajiban menyimpan barang atas pemiliknya. 
5) Asas pembuktian dengan dokumen, yaitu bahwa setiap 
pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak 
ada dokumen angkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan. 
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4. Peranan transportasi 
Peranan transportasi dapat diketahui sebagai berikut:41  
a. Transportasi dan kehidupan masyarakat 
Trasnportasi bermanfaat bagi masyarakat dalam arti hasil-hasil 
produksi dan bahan-bahan baku suatu daerah dapat dipasarkan kepada 
perusahaan industri. Hasil-hasil barang jadi yang diproduksi oleh 
pabrik dijual oleh produsen kepada masyarakat atau perusahaan yang 
bergerak di bidang pemasaran. Dalam proses ini jasa transpotasi (darat, 
laut dan udara) sangat dibutuhkan agar barang-barang yang hendak 
dijual dapat mencapai konsumen ataupun distributor. 
Di samping itu transportasi bermanfaat dalam proses 
penyebaran penduduk dan pemerataan pembangunan. Penyebaran 
penduduk ke seluruh pelosok tanah air di Indonesia menggunakan 
berbagai jenis moda transportasi.  
b. Spesialisasi secara Geografi 
Setiap daerah mempunyai kekhususan dalam arti spesialisasi 
yang berbeda untuk masing-masing daerah dan wilayah seperti 
kerajinan-kerajinan. Hasil-hasil suatu daerah yang di kerenakan 
spesilasasi secara geografis tersebut akan dapat dijual dan dipasarkan 
dengan pengangkutan-pengangkutan yang ada di Indonesia. 
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c. Produksi yang ekonomis 
Suatu produksi akan bermanfaat dan ekonomis bila tersedia 
cukup moda transportasi. Adanya kaitannya transportasi dengan 
produksi dalam arti untuk pelemparan komoditi tersebut ke pasar 
(market).  
Hubungan yang sangat jelas antara transportasi dengan 
produksi dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dengan tidak 
tersedianya transportasi maka masyarakat tidak akan menikmati 
keuntungan dari produksi. Kedua, dalam rangka peningkatan produksi 
dan penjualan tersebut, maka harus diusahakan kemanfaatan alat 
angkut seefektif dan seefisien mungkin. Ketiga, pengelolaan moda 
transoprtasi yang efektif dan efesien akan memberikan dampak makro 
dan mikro terhdap pembangunan ekonomi.    
d. Pembangunan Nasional dan Hamkamnas 
Berperan sebagai pembangunan nasional dan pembangunan 
seluruh wilayah Indonesia serta pemerataan pembangunan dan juga 
berperan sebagai pertahanan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. 
Dengan adanya transportasi akan menciptakan dan 
meningkatkan pembangunan nasional. Pembangungan nasional yang 
tercipta berimbas kepada pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini 
disebabkan daerah yang telah dibangun mengharuskan adanya 
hamkamnas bagi penduduk daerah tersebut. 
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5. Kriteria kinerja Transportasi 
Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan atau kinerja dari sistim 
operasi transportasi ialah:42 
a. Faktor tingkat pelayanan 
1. Kapasitas 
Kapasitas dinyatakan sebagai jumlah penumpang atau 
barang yang bisa dipindahkan dalam suatu waktu dan keadaan 
tertentu, misalnya orang/jam atau ton/jam. Dalam hal ini, kapasitas 
merupakan fungsi dari kapasitas atau ukuran tempat atau sarana 
transportasi dan kecepatan serta mempengaruhi besarnya tenaga 
gerak yang dibutuhkan. 
2. Aksebilitas 
Aksesbilitas menyatakan tentang kemudahan orang dalam 
menggunakan suatu sarana transpotasi tertentu dan bisa berupa 
fungsi dari jarak maupun waktu. Suatu system transportasi 
sebaiknya bisa diakses dengan mudah dari berbagai tempat dan 





                                                             
42
 Virna Museliza, Pengaruh Atribut Produk Terhadap Kepuasan Konsumen dalam 
memilih Layanan Taksi KOPSI di Kota Pekanbaru (Pekanbaru:LP2KM UIN SUSKA, 2014), h. 
39-40., Cet.1 
 40 
b. Faktor kualitas pelayanan  
1. Keselamatan 
Keselamatan erat hubungannya dengan masalah 
kemungkinan kecelakaan dan terutama berkaitan erat dengan 
sistem pengendalian yang digunakan. Suatu sistem transportasi 
yang mempunyai suatu sistem pengendalian yang ketat, biasanya 
mempunyai tingkat keselamtan dan keamanan yang tinggi. 
2. Keandalan 
Keandalan berhubungan dengan faktor-faktor seperti 
ketetapan jadwal dan jaminan sampai ditempat tujuan. Suatu 
sistem transportasi yang andal berarti bahwa penumpang dan/atau 
barang yang diangkutnya bisa sampai pada waktu yang tepat dan 
tidak mengalami gangguan kerusakan. 
3. Fleksibelitas  
Fleksibelitas adalah sikap untuk mampu menyesuaikan 
keadaan dengan situasi dan kondisi tertentu yang datang tidak 
dapat di duga.  Kemudahan yang ada dalam mengubah segala 
sesuatu yang diakibatkan adanya kejadian yang berubah atau tidak 
sesuai dengan standar yang direncanakan. 
4. Kenyamanan 
Kenyamanan dalam perjalan merupakan hal utama yang di 
inginkan oleh para penggun jasa transportasi. Kenyamanan 
transportasi, terutama berlaku untuk angkutan penumpang, erat 
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kaitannya dengan tata letak tempat duduk, sistem pengaturan udara 
di dalam kendaraan, ketersediaan, kebersihan dan  fasilitas khusus. 
5. Kecepatan 
Kecepatan merupakan faktor yang sangat penting dan erat 
kaitannya dengan masalah efisiensi sistem transportasi. Dengan 
memperhatikan kecepatan dalam menjalankan trayeknya juga 
harus mempertimbangkan keselamatan pengguna jasa. 
6. Dampak  
Dampak dari keberadaan transportasi ini sangat beragam, 
mulai dari dampak lingkungan sampai dampak sosial politik yang 
ditimbulkan/diharapkan oleh adanya suatu operasi lalu lints serta 
besarnya konsumsi energy yang dibutuhkan. 
6. Faktor Eksteren yang Mempengaruhi Transportasi 
Untuk pengelolaan transportasi, banyak faktor ekteren yang 
mempengaruhi jalannya kegiatan perusahaan antara lain:43 
a. UU/PP - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah 
Undang-Undang atau kebijakan pemerintah merupakan faktor 
dominan yang mempengaruhi terhadap pengelolaan usaha transportasi. 
Sebagai contoh yaitu Undang-Undang Lalu Lintas di jalan raya, 
pengaturan yang menyangkut dengan berhubungan dengan 
penerbangandan pengangkutan di laut (Solas). 
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b. Kebijaksanaan/Pengaturan pihak Pemerintah Pusat dan Daerah 
Kebijaksanaan pemerintah yang ikut mempengaruhi atas usaha 
transportasi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
mengenai pengadaan bis untuk umu (ada merek, jenis-jenis tertentu 
yang ditentukan oleh pemerintah yang bisa dipakai untuk umum) 
selain itu ada Undang-Undang mengatur mengenai transportasi. 
c. Pengaruh Pemakai Jasa 
Perusahaan angkutan jalan dalam rangka memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan jasa-jasa angkutan diharapkan agar memberikan 
pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pengguna jasa. Bagi pemakai 
jasa yang diutamakan dalam soal pengangkutan ialah aman, teratur, 
memuaskan , cepat serta menyenangkan. 
Tinggi rendahnya pendapatan (income) suatu peusahaan 
angkutan (umpamanya angkutan antarkota) tergantung pada pelayanan 
yang diberikan kepada masyarakat.   
C. Sistematika Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 
(SMK) 
1. Pengertian Manajemen 
Manajemen berasal dari kata manage (bahasa latinnya: manus ) 
yang berarti:memimpin, menangani, mengatur, atau membimbing. 
Menurut George R. Terry mendefenisikan manajemen sebagai sebuah 
“proses yang khas yang terdiri dari dari tindakan-tindakan seperti 
perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan dan pengawasan yang 
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dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasara-sasaran yang telah 
ditetapkan melalui pemanfaatan suber daya manusia dan sumber-sumber 
lainnya”.44 
Manajemen juga merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses 
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara 
efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu.45 Istilah manajemen ialah 
pengarahan menggerakkan orang dan fasilitas dalam usaha untk mencapai 
tertentu. 
Dasar-dasar manajemen dapat diuraikan. Pertama, adanya 
kerjasama di antara sekelompok orang di dalam ikatan formal. Kedua, 
adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yan akan dicapai. 
Ketiga, adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab yang teratur. 
Keempat, adanya hubugan formal dan ikatan tata tertib yang baik. Kelima, 
adanya sekelmpok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan. Keenam, 
adanya human organization.46 
Manajemen hanya merupakan alat untuk tujuan yang diinginkan. 
Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, 
karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen daya guna dan hasil guna 
unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.  
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2. Fungsi-fungsi Manajemen 
a. Planning (perencanaan) adalah gambaran tentang apa yang akan 
dicapai sebagai pedoman/garis besar yang akan dituju. Perencanaan 
yang baik yang harus bersifa elastis yang dibuat oleh para ahli dan bisa 
menjawab pertanyaan What-Why-How-When-Where serta haruds ada 
kesepakatan bersama dari pihak-pihak terkait. Perencanaan jangka 
panjang biasanya dianalisis dengan analisis SWOT (Strenght, 
Weakness, Opportunity, Threast), tujuan yang jelas dan kemampuan 
manajemen. 
b. Organizing (pengorganisasian) adalah pengelompokkan tentang tugas 
tugas/pekerjaan, jenis pekerjaan, tanggung jawab, wewenang, unit-unit 
kerja terkait, siapa yang akan melakukan, apa alat-alatnya, bagaimana 
keuangandan fasilitasnya. 
c. Motivating atau directing atau actuating adalah pergerakkan sumber 
daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan 
dengan memberikan bimbingan instrus ksi, nasihat: 
d. Controlling (pengawasan dan pengendalian) adalah pengawasan 
apakah pelaksanaan sesuai rencana. Bila terdapat penyimpangan, 
segera dapat diperbaiki/dikendalikan. 
e. Evaluating (penilaian) adalah proses pengukuran dan membandingkan 
antara hasil yang dicapai dengn ahsil yang seharusnya.47 
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3. Sistem Manajemen Perusahaan Angkutan Umum 
Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang 
digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. 
Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang 
menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan 
bermotor umum.  
Angkutan umum memiliki peranan yang sangat penting dalam 
masyarakat karena sangat dominan dan menyangkut masyarakat luas, 
yaitu penyelenggara kegiatan angkutan barang, penumpang dan jasa 
lainnya dari suatu daerah ke daerah lainnya. Di samping manfaat tersebut, 
angkutan umum juga memiliki dampak negatif yang tidak diinginkan yaitu 
resiko kecelakaan yang dapat merugikan baik dari segi materi maupun dari 
korban jiwa.  
Dengan demikian untuk menekan resiko dikeluarkan Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen 
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Sistem manajemen 
keselamatan perusahaan angkutan umum adalah bagian manajemen 
perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan 
perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam 
rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola resiko kecelakaan.48 
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Sistem manajemen keselamatan (SMK) perusahaan angkutan 
umum sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 dimaksud untuk memperbaiki dan meningkatkan kineja serta 
penerapan tata kelola keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan 
ini merupakan pedoman dan tata cara pembinaan pelaksanaan dan 
penerapan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum 
untuk memastikan kelola keselamatan dalam menyelenggaraan angkutan 
umum sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan.49  
Regulasi ini diundangkan atau resmi diterapkan pada tangal 14 
September 2018 lalu. Peraturan  ini wajib diikuti oleh seluruh perusahaan 
transportasi umum, di mana perusahaan angkutan wajib membuat, 
melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan 
perusahaan angkutan umum dengan berpedoman pada RUNK LLAJ.  
Sistem Manajemen Keselamatan ini di buat 3 (tiga) bulan setelah 
izin penyelenggara angkutan umum dikeluarkan.  
Sistem Manajemen Perusahaan angkutan umum meliputi:50 
a) Komitmen dan kebijakan.  
Komitmen dan kebijakan yang dinyatakan dalam visi, misi, 
kebijakan, dan sasaran perusahaan yang ingin dicapai untuk 
meningkatkan kinerja keselamatan dalam penyelenggara angkutan 
umum. 
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b) Perngorganisasian 
Pengorganisasian yang berisi strukur organisasi, tugas dan 
fungsi unit organisasi perusahaann angkutan umum.  
c) Manajemen bahaya dan resiko 
Manajemen bahaya dan resiko merupakan standar prosedur 
operasi untuk menetapkan prosedur analisis bahaya resiko, melakukan 
analisis bahaya dan resiko setiap kegiatan, mendokumentasikan semua 
hasil analisis bahaya da resiko, melakukan pengendalian bahaya da 
resiko. 
d) Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor 
Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor 
berupa tersedianya fasilitas penyimpanan suku cadang serta 
pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor, sepert fasilitas 
pemerikasaan, perawatan dan pemantauan fisik kendaraan bermotor. 
e) Dokumentasi dan data 
Dokumentasi dan data dari peyelenggaraan kegiatan 
operasional perusahaan dalam mendukung pencapaian kinerja 
keselamatan yang meiliputi minimal dokumentasi dan data pegenmudi, 
kendaraa bermotor, kecelakaan, historis perjalanan kendaraan 
bermotor. 
f) Penigkatan kompetensi dan pelatihan 
Penigkatan kompetensi dan pelatihan yang berupa terpenuhinya 
persyaratan kompetesi sesuai denga peraturan perundang-undangan 
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dan adanya program pelatihan bagi awak kendaraan bermotor dan 
mekanik sesuai dengan kebutuhan berkala. 
g) Tanggap darurat 
Tanggap darurat berupa standar prosedur operasi untuk 
menghadapi setiap keadaan darurat yang meliputi 1) pengembangan 
dan penerapan manajemen tanggap darurat, 2) identifikasi semua 
potensi keadaan darurat yang mungkin timbul dalam kegiatan operasi, 
3) sistem manajemen krisis dan tangga darurat.  
h) Pelaporan kecelakaan internal 
Pelaporan kecelakaan internal yang memuat lokasi kejadian 
kecelakaan, kondisi lingkungan sekitar tempat kecelakaan, identifikasi 
setiap faktor kecelakaan. 
i) Monitoring dan evaluasi 
Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan tinjau ulang ynag 
dilakukan untuk memastikan apakah manajemen keselamatan sudah 
diterapkan. 
j) Pengukuran kinerja 
Pengukuran kinerja untuk mengembangkan sistem untuk 
mengukur atau memantau kinerja keselamatan secara berkala untuk 
mengetahui kelebihan dan kelemahan agar dapat diambil langkah 
perbaikan.  
1. Tujuan SMK 
a) Mencegah terjadinya kerugian perusahaan karena suatu kejadian yang 
tidak diinginkan seperti kecelakaan. 
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b) Menjamin kelancaran sistem transportasi dan meningkatkan 
kelancaran perekonomian. 
c) Menjaga keselamtan dan kenyaman konsumen. 
d) Meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan. 
e) Sebagai standar operasioanl prosedur suatu perusahaan angkutan 
umum.51 
2. Konsep dasar SMK 
a) Sistem Manajemen Keselamatan dalam pelaksanaanya diperlukan 
komitmen dari pemerintah sebagai regulator dalam penyelenggaraan 
sistem transportasi karena pemerintah dapat sebagai pengawas, 
penyidik, dan sebagai penegak hukum untuk menigkatkan keselamatan 
dan melindungi semua pihak penyelenggara jasa transportasi jalan dari 
kecelakaan yang tidak diinginkan. 
b) SMK diterapkan sebagai “tanggung jawab” perusahaan angkutan 
umum dalam pelayanan masyarakat (konsumen) sehingga perusahaan 
angkutan umum wajib memiliki dan mengimplementasikan SMK agar 
keselamatan dan kenyamanan konsumen dapat terjamin. 
c) SMK pada perusahaan angkutan umum merupakan suatu cara dalam 
mengelola keselamatan dengan cara sistematis dan komprehensif 
dalam setiap kegiatan transportasi yang dilakukan. 
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d) SMK dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan standar keselamatan 
pada angkutan umum dan menurunkan tingkat kecelakaan dan bahaya 
yang akan ditimbulkan. 
e) Pelaksanaannya berbasis kepemimpinan, akuntabilitas,transparans dan  
tanggung jawab.52 
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Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 
tentang Sistem Manajemen Keselamatan  Perusahaan Angkutan Umum  pada 
Travel PT. TRB di Pariaman masih belum sepenuhnya dijalankan. Hal ini terlihat 
dari sepuluh aspek yang harus dipenuhi oleh perusahaan, hanya ada satu aspek 
saja yang benar-benar dilakukan oleh perusahaan secara konsisten yaitu pada 
dokumentasi dan data dimana perusahaan sudah mendokumentasikan data dari 
pengemudi, data kendaraan bermotor, dan juga data-data perjalanan kendaraan 
bermotor yang melakukan operasi setiap harinya. Sedangkan sembilan aspek 
lainnya masih belum terpenuhi karena berbagai alasan seperti belum terpenuhinya 
syarat untuk melakukan tuntutan dari aspek tersebut maupun karena 
ketidaktahuan dari pihak perusahaan itu sendiri. 
Faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan  
Perusahaan Angkutan Umum  pada Travel PT. TRB di Pariaman adalah karena 
kurangnya pengetahuan dari pimpinan perusahaan itu sendiri mengenai peraturan 
ini dan mengenai manajemen suatu perusahaan angkutan yang baik, kurangnya 
sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan baru ini serta alasan sarana dan 






1. Untuk perusahaan agar dapat mempelajari membuat melaksakan dan 
menyempurnakan dengan lebih seksama mengenai dasar-dasar manajemen 
suatu perusahaan angkutan umum agar terbentuk suatu organisasi yang 
baik di internal perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk 
lebih mempelajari dan memperbarui peraturan terkait dengan sistem 
manajemen kesalamatan dalam rangka mengurangi faktor kecelakaan lalu 
lintas serta memperhatikan dan memperbaiki hal-hal kecil maupun besar 
yang dapat membuat tinggi nya resiko kecelakaan dalam menjalankan 
kegiatan angkutan setiap harinya.   
2. Untuk pemerintah diharapkan agar memberikan sosialisasi kepada segala 
jenis perusahaan angkutan umum terkait dengan sistem manajemen 
kesalamatan ini agar tidak ada lagi perusahaan yang lalai dari tanggung 
jawabnya dengan alasan ketidaktahuan akan hukum terbaru serta alasan 
kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah. 
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